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P E N E T A P A N

Nomor 4202/Pdt.G/2024/PA.Badg 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bandung  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 06 Oktober 1964

(Umur 59 tahun), Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan

Pensiunan  Swasta,  bertempat  tinggal  -,  Kota  Bandung,

sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK.  -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 22 Mei 1970

(Umur 54 tahun), Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  -,  Kota

Bandung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal  04

September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar

di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bandung  dengan  Nomor

4202/Pdt.G/2024/PA.Badg  tanggal  04  September 2024  dengan  dalil-dalil

sebagai berikut: 

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami  isteri

sah yang menikah pada tanggal 17 November 2023 dan telah dicatatkan di

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  X, Kota Bandung, dengan bukti

Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 17 November 2023.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan

hidup bersama terakhir di -, Kabupaten Bandung.
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3. Bahwa  semula  keadaan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dengan

Termohon hidup  rukun  dan  harmonis,  dan  dari  hasil  perkawinan  antara

Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.

4. Bahwa  selama  berumah  tangga  dengan  Termohon,  keadaan  tidak

selamanya  rukun  dan  harmonis,  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan

Termohon  sejak  Desember  2023  mulai  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus. adapun pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon disebabkan antara lain karena:

1.1 Bahwa Termohon seringkali  keluar rumah tanpa sepengetahuan

Pemohon, sehingga rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan.

1.2 Bahwa Termohon kurang menghargai  Pemohon sebagai  suami,

yakni  ketika  Pemohon  menasihati  Termohon  melawan  dan  enggan

menerima nasihat yang Pemohon berikan. 

5. Bahwa  dari  sikap  Termohon  tersebut,  keadaan  rumah  tangga  sudah

tidak  harmonis  dan  selalu  timbul  pertengkaran,  sehingga  Pemohon

memutuskan untuk menceraikan Termohon.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah

tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya

pada  awal  Februari  2024,  antara  Pemohon  dan  Termohon  terlibat

pertengkaran,  sehingga  antara  Pemohon  dan  Termohon  memutuskan

untuk  pisah  tempat  tinggal  dan  sudah  tidak  ada  hubungan  layaknya

suami istri lagi.

7. Bahwa  setelah  pisah  tempat  tinggal,  Pemohon  tinggal  di  rumah

kediaman  Pemohon,  sedangkan  Termohon  tinggal  di  rumah  orang  tua

Termohon.

8. Bahwa  pihak  keluarga  Pemohon  dan  Termohon,  telah  berupaya

menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak

berhasil.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut  di  atas,  jelas bahwasanya antara

Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi,

cinta  mencintai  sehingga  Pemohon  berketetapan  hati  untuk  bercerai

dengan Termohon.
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10. Bahwa  pengajuan  permohonan  cerai  talak  Pemohon  telah

memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal  116 huruf f

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa  berdasarkan  hal-hal  dan  alasan  tersebut  di  atas,  maka

permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum

dan mempunyai  alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon

memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Bandung  Cq.  Majelis  Hakim

berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili  perkara ini

dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Bandung;

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila  Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis  hakim telah menasehati  Pemohon agar  berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  dan  atas  upaya  tersebut  Pemohon

menyatakan  akan  rukun  Kembali  dengan  Termohon  dan  Pemohon  mohon

untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini,  maka semua

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang,  bahwa  karena  Pemohon menyatakan  mencabut

perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Termohon. 

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak

melanggar  hak  Termohon  sebab  belum terjadi  jawab  menjawab,  karenanya

permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah  proses  persidangan  dilangsungkan  maka  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini harus diperhitungkan. 

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai  Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

diubah  dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama  menjadi  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. 

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  pekara  Nomor

4202/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara;

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  sejumlah  Rp425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah  diputus  dalam  sidang  permusyawaratan  majelis

Pengadilan  Agama  Bandung  pada  hari  Kamis tanggal  12  September  2024

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal1446 Hijriyah oleh kami  Dra.

Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs.

Ikhwan  Sopiyan,  S.H.,  M.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dan

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sadikin

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Ketua Majelis
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Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Hakim Anggota

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran : Rp.      30.000,-
2. Proses : Rp.  70.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 150.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 125.000,-
5. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,-
6. PNBP Pencabutan : Rp.  10.000,-
7. Redaksi : Rp.  10.000,-
7. Materai : Rp.  10.000,-
---------------------------------------------------------------------
Jumlah : Rp. 425.000,-
  (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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